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Ketenaga.kr::1jaan di Peru sabaan (Lernbar an Negara 

Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 39. Tarnbahan 
Lem baran Negara Rr~pu blik Indonesia Nomor 320 J ): 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laper Mengingat: 

dimaksud dalarn huruf a. dan huruf b maka pe rlu 

menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang 
Optirnalisasi Penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe Selatan. 

sebagairnana pert.imbangan berdasarkan c. bahwa 

Menimbang: a. bahwa pernbcrian pela, arian publik tertem u dan pckcrja 

harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu 
pada sektor usaha jasa konstruksi perlu mendapat 

perlindungan melalui program Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: 
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pcnyelenggaraan 

Jaminan Sosial Ketenagakcrjaan dan jaminan kepastian 
hukum bagi pekerja rnaka perlu adanya pcngaturan uniuk 

pelaksanaannya: 

BUPATI KONAWE SELATAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL 

KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN 

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN 

NOMOR I s TAHUN 2016 

BUPATI KONAWE SELATAN 

PROVINS! SULAWESI TENGGA.RA 
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Perbendaharaan Negara [Lernbaran Negara Repu btik 
Indonesia Tahu n 200.J Nomor 5., Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcn•a.ng 

Perimbangan Keuangan Antara Pernerinrah Pusat Dengan 
Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara Re-publik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 12tJ, Tambahan Lcrnbarrm Negara 

Republik Indonesia Nornor 4438); 
7. U-idang-Undang Nomor -+O Tahun 2004 tentang Sistern 

.Jaminan Sosial Nasional (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara 1.-(epublik Indonesia Nomor 4456); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lernbaran Negi.ra Republik Indonesia Tab un 20 i O 

Nomor 112, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 
9. Unda ng-u ndang Nornor 2-+ Tahun 2011 tcruang Badari 

Pcnyelenggara .Jarninan Sosial [Lernbaran Negara 

Repu blik Indonesia Tahu n 2011 N ornor l J 6. Tam bahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5'256); 

1 Tahun 2004 tcntang 5. Undang-Undang Nomor 

2. Undang-undang Nomor l 8 Tahun 1999 rentang Jasa 

Konsuuksi [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nornor 54. Tarnbahan t.ernbaran ~,egara Rcpublik 

Indonesia Nomor 3833): 

3. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 200.3 t e n ta ng 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tah u n 2003 Nornor 39. Tambahan Lembara n Nc>g;.ira 

Republik Indonesia Nornor 4279); 
4. Unclang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lernba ran Nei;M-a R(:publik Indonesia Ta h u n 2003 

Nornor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286): 
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Republik Indonesia Nomor 5473); 

3955); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tenrang Tata 

Cara ti ubungan Am ar Lernbaga Badan Pen~ eiengga:·a 
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nornor 230, Ta mbahan Lcnibaran ~kg,;_r,; 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63. 
Tambahan . Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 IE'ntang 

Pemerintahan Dae rah (Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244. Tambahan Lcmharan 

Negara Republik Indonesia Nornor 5:'.87), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Unrlang Nornor 9 Tah un 2015 t.entang Peru bahan Ked ua 
atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 20 l 4 ten rang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcrnbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
l l. Peraturan Pemcrintah Nornor 29 Tahun 2000 tcnt ang 

Penyeleuggaraan Jasa Konstruksi (Lernbaran Negara 
Repu blik Indonesia Tahu n 2000 Norn or 64. Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3')56); 

12. Peraturan Pernerim . ah Nornor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Re-publik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
13. P~raturan Perneriru ah Nornor 50 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah [Lernbaran Negara 
Repuhlik Indonesia 1'1.;hun 2007 Nornor 11 :2, Ta mbah an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Usaha dan Peran Masvarakat .Iasa Konstruksi {Lernbaran 
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Nomor l 3 Tahun 2006 ternang Pcdornan Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Beru a Negara Republik Indonesia Tahu n 

20 l l Norn or 31 OJ; 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan perru.uran 
Menteri Dalam Negcri Nomor 21 Tab un 2011 reruang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menreri Dalam Neg~ri •.. 

Dacrah Keuangan Peugelolaan Pedoman ten tang 
22. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nom01· 1 J Tahun 2006 

253i; 

(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tah u n 20 l 3 Nomor 
Sosial Program Jaminan Kepesertaan Pen aha pan 

Negara Republik Indonesia Tahun 20!5 Nomor .156): 
20. Perat.uran Presiden Nornor 54 Tahun 2010 ten tang 

Pengadaan Barang/.Jasa Pernerintah. sebagaimana rclah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Pcraturan Presiden 
Nomor -! Tahu n 201 S Ten tang Peru ba han Keernpa t 

Peraturan Presiden Nomor 5-l Tahun 2010 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor ::>i 
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang 

Dalam Penyelenggaraan .Jarninan Sosial [Lembars n Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238); 

17. Peraturan Pemerint.ah Nomor 44 Tah un 2015 teruang 
Penye!enggaraan Program .Jarninan Kccelakaan Kerja dan 

.Jaminan Kernatian (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 154): 

18. Pera tu ran Pernerintah Nomor -~S Tahun 20 l S ten tang 
Penyclenggaraan Program .Iarninan Perrsiun (Lcmbaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2015 Nornor I 55); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Lentang 
Penyelenggaraan Program .Jaminan Hari Tua (Lernbaran 

16. Peraturan Pernerintah Nomor 86 Tahun 2013 tcntang Tata 
Cara Pengenaan Sank si Adrninistrauf i(epada Pernberi Kerja 

Selain Penyelenggara Negara dan Sctiap Orang, Selain 
Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Baniuan luran 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupatcn Konawe Selatan. 

2. Perneriruah Daerah adalah Pemerintah Kabu paten Konawe Selatan 
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan. 
-1. Satuan Kerja Pcrangkat. Daerah. yang selanjutnva disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawc Sclaian. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal y11ng mcrupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang melipuri perseroan terbatas. perseroan komandirer. 

perseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara (BUMNJ. at au Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama clan dalam bentuk apapun. 
firrna, kongsi. koperasi. dana pcnstun. pcrsek u tu a n. pe rk u mp u la n . 

yayasan, organisasi massa, organisasi politik , organisasi lainnya. 

lembaga, clan bentuk badan lainnya terrnasuk konrrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap. 

6. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mernpekcrjakan 
tenaga kerja dengan tujuan rnencari unumg atau tidak, baik rrnhk 

swasta rnaupun negara. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KONA\VE SELATAN TENTANG 

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEPESERTAAN 

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN 

KON.AWE SELATAN 

MEMUTUSKAN : 

23. Peraturau Mentcri Kcreuagakcrjaan Nomor ·H Tahun 20 l 5 

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan 

Kerja Dan Jaminan Kernat ian Bagi Pekerja Harian Lepas, 

Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tert.entu Pada Sektor 

Usana Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik lndonesia 

Tahun 2015 Nomor 207()\. 
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selanj u tnya disingkat BPJ S Keten agakcrjaa n adalah bad a n h u ku rr 

publik yang benanggung jawab kepada Presiden dan dibcntuk untu k 
menyelenggarakan Program .Jaminan Kecelakaan Kcrja , .Jarninan Hari 
Tua, Jaminan Pensiun dan .Jaminan Kornatian. 

J 5. Peserta adalah sctiap orang. termasuk orang asing yang bekerja paliru; 
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. 

16. Iuran adalah sejurnlah uang yang dibayar secara terar.ur oleh pescrta, 
pernberi kerja. clan/atau penvclenggara negara dan/atau Pcmcrintah. 

l l , Perizinan terkait ueaha adalah pelayanan publik iertentu yang 
diterhitkan oleh unit pelayanan publik pada insrans: pcmerintah 
daerah terkait penye.enggaraan suatu kegiatan usaha oleh pe: oraugan 

atau suatu perusahaan. 

12. Jaminan Sosial adalah salah satu ben tu k perlindu ngan "o»ial u ntu k 

menjamin seluruh rakyat agar dapar memenuhi kebutuhan dasar 
hidup yang layak dan mcningkatkan rnarrabarnva men uju 
terwujudnya masyarakat yang sejahtera. adil dan makrnur. 

13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. yang selanjutnya disingkar 
BPJS adalah badan h u ku m yang dibcn tu k u n t uk menveknggarl'!kan 

program jaminan sosial. 
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kercnagakerjaan 

7. Pernberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum 

atau badan lairmya yang mernpekerjakan tenaga kerja atau 

penyelenggara negara yang mempekerjakau pegawai negeri dengan 

mernbayar gaji, upah atau imbalan dalarn bentuk lainnya. 

8. Pckerja adalah setiap orang yang bekerja derigan me nerima gaji. upah 
atau imbalan dalam beruuk lainnya. 

9. lzin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap 
orang atau badan usaha sesuai peraturan pcru ndang-undu ngan daiarn 

rangka untuk pernbinaan, pcngaturan , pengendalian dan 
perigawasan. 

10. Pe!ayanan Pubiik Tertentu adalah kcgiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pernenuhan keburuhan pelayanan publik sesuai derigan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan usaha 

yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin , tanda daftar 
atau yang sejenisnya. 
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17. Program jasa konstruksi jarninan sosial ketcnagakerjaan adalah 

program BPJS ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi bagi 

pekerja yang bekerja pada proyek fisik meliputi perlindungan jarninan 
kecelakaan kerja dan jaminan kematian. 

18. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah 

program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada rcnaga kerja 
yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja. terrnasuk penyakit 

yang timbul karena hubungan kerja. 

19. Jaminan Kematian yang selanjumya disingkat JKM adalah jaminan yang 

diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal 

hukan akibat kecelakaan kerja, guna mcringankan bcban kcluarga 

dalam bentuk saruunan kematian dan l>iaya pernakaman. 

20. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya .hsingkat JHT adalah manfaat uang 
tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta rnernasuki usia 

pensiun, meninggal dunia, atau rnengalarni cacat total tetap. 
21. .Jaminan Pensiun adalah jarninan so sial yang bertujuan untu k 

mempertahankan derajat kehiclupan yang layak bagi pesena dan/atau 
ahli warisnya dengan mernberikan penghasilan setelah peserra 
memasuki usia pensiun, mengalarni cacat total retap. arau meriinggal 

d unia. 
22. Kartu Kepesertaan BPJS Kerenagakerjaan adalah k ari u rancla 

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang merniliki nornor identitas 

tunggal yang berlaku untuk semua program jarninan sosial. 

23. Sertifikat Kepesertaan adalah tanda kcpescrtaan peru sahaan yaug 

memiliki nomor pendafraran perusahaan scbagai tanda bukti 
kepcsertaan program jaminan sosial k,:tenagake1jaan. 

24. Proyek adalah pekerjaan fisik yang meliputi pekerjaan pembangunan 

pemerintah maupun swasta/perorangan di wilayah Kabu paten Konawe 

Se Ill. tan. 

25. Pengguna .Iasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan 

sebagai pemberi rugas arau pernilik pekcrjaan rprovek yang mcmcrlukan 

layanan jasa konstruksi. 

26. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau hadan yang 

kegiatan usahanya mcnycdiakan la: anan jasa konstruksi. 
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Pasal 2 

(1) BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang 
bertanggung jawab kepada Prcsiclcn dan be kc rja s.a m» de ngan 

Pernerintah Daerah. 

BAB II 

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

27. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian 

kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang 

mencakup pekerjaan arsitektur. sipil. mekanik, elekrrika! dan tata 

lingkungan masing-rnasing bescrta kelengkapannya untuk rnewujudkan 
suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. 

28. Nilai Kontrak Kerja adalah harga pekerjaari/ pemborongan pekerjaan 
fisik dan non 'fisik sebagaimana tercantum dalam suaru perjanjian 
pekerjaan dan satu kcsatuan proyek. 

29. Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjuuiya disingkat SPMK adalah 
surat permtah kerja yang diterbit kan oleh Pejabat Pernbuat 
Komitmen/PPK di dalam dokurncn kontraky Surat Pcrjanjian Kontrak. 

30. .Jasa Konstruksi adalah lavanan ja sa konsultasi percncanaan pekerjaan 
konstruksi, lay an an jasa pelaksanaan pckerjaan konstru ksi, dan 

layanan jasa konsultasi pengawasan konsrru ksi. 
31. .Jasa Lainnya adalah jasa yang mernbut uhkan kemampuan tert.eruu 

yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistern tata kelola rang 
telah dikenal luas di dunia usaha untuk mcnyelesaikan suatu pekerjaan 
atau segala pekerjaan dan/ aiau penycdiaan jasa selain .Jasa 

Konsultansi, dan pclaksanaan Pekerjaan Konstruksi. 

32. Izin Mendirikan Bangunan yanis sclanju mya disingkar [M!3 ada lah 

perizinan yang diberikan oleh Pernerintah Daerah kcpada pemilik 
bangunan untuk membangun baru, mengubah. mempcrluas, 
rncngurangi, dan/atau merawai bangunan sesuai dcngan persyaratan 

adrninistratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 
33. Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang sc-lanjumya d1smgkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan perneriutahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat daerah, dan diteiapkan dengan Peraturan uaernn. 



Pasal 5 

(1) luran JKK bagi Peserta penerirna Upah .. dikelompokkan dalam 5 
{lima) ke!ompok tingkat risiko lirigku ngan kerja, melipuri: 

a. ungkat ris iko sangat rendah : 0,24'Vi, (nol koma du a pu luh cmpar 

persen) d ari Upah sebulan: 
b. tingkat ri siko rendah : 0,54'X, (110! korna lima pu luh ernpat 

persen) dari Upah scbulan; 
c. tingkat risiko sedang : 0,89%, (nol korna delapan pu luh sembila n 

persen] dar[ U pah scbulan; 

BABV 

PENETAPAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PESERTA PENERIMA 

UPAH YANG BEKERJA PADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA 

NEGARA 

Pasal 4 

( l) Setiap pernberi kerja dan pekerja wajib ikut sorta dalarn 

kepesertaan jarninan so sial. 
(2) Jaminan sosial keteriagakerjaan scbagaimana yang dunak sud ayat 

(1) meliputi: 
a. Jaminan kecelakaan kerja (JKKJ. 

b. ,Jarninan kematian (.)KM); 
c. Jaminan Hari Tua {,JHT); 

cl. Jaminan Pensiun (JP); 

BAB IV 

KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 

Peraturan Bupati rm bertujuan untuk mengoptima lkan terselenggaranya 
kepesertaan jarninan sosial ketenagakerjaan dalarn rnemeriuhi kcbu t uhan 

dasar hidup yang layak bagi pemberi kerja dan pekerja, 

BAB Ill 

TU JUAN 

?asal 3 

(2) BPJS Ketenagakerjaan yang bekcrjasarna dengan Pemerinrah Daerah 

sebagaimaria d imak sud pada aya1 (l) adalah Bl'JS Ketcnagakerjaan 

Cabang Konawe Selatan. 



usp '.-e.rn~;:iu B.re'.a'.au;;ii;>i<:u;:id 

u1v.rc)s 11fJ.)}! p:iqwac1 1.p10 fiun~1ium1p qncln !.rep (uas1;ict enp] %,c 'H 
; UB!U LWl.l)! u-e:.Ju;:ip 

B1.1.:is~}d usp BJB2.iu e_mfillu;;ipluc>d uiei;;is ef1.1)1 l.l;}qW;)d 4a10 c1w-es1aq 
:5un'.a,'3U8llp qti'l;!I'<\ (U.)S.1;,d B2rl) •>f.,Z .n~;,;;,q;.)S unrsu;id uuururep ue.mj (S) 

"Bi'J;;i}! u;iqw;;ic1 q;i10 aunfil.lllBl!P [uas.iad qnfnl etuox B2n) %L'£ ·q 
U'P.p '.uf.1c1~t<'>d q;,io ~un~:Su1n1p (uas.red enp] %,c. ·B 

: uaruuaiox uuau.:ip '4-ed() t.rap ( uas.iad 
4nfh1 llU.H)'l HW!l! %,L'<; 1us:)<.p,; P.JBllou u.n?.fil.JU;)[;J,\U;:ld Ul1?.{;)S 'P.fJ;))l 

1,ldqlLl~ld eped H!'.I;)>j;;lQ iuB,\ qetln IHlq.r;;iu;;id BlJ;)S;;}d l1lBq .Ll+f' us.nu (t,) 

·trn1nq;;,s t.(Bdfl r.rsp [uas.iad qnjnd e2q 

ewo'.-( [ou] %,OS'O .ie.s;,q;,s 1pxln 1?.uH.1:iu.;icl Bl.1as,c1c1 !'.ih?.c1 ~il>lf' trn.1111 (cl 
·ufJ<I}! UB~Un)l~Ull 

O)j!S!.l lU)f~U)l )jOdwoi;n1 BpBd uuuiopod.ioq ue'au:,p UUB[J;}}jB~BU;}l;;})I 

Sf'd8 4c>\O UB)jdHlclllP uauqesruod d1:1r,;:is t2eq .:~)![' ue.rnj B,-\UlBS;;l8 {c:) 

·u,31nq.:is q-e.do r.rep [uss.rad rsdura 
qnp1d unrru uwo}[ ruus] %,vl' [ ; 1fizup lB'.Stres O)!!SI.I lB}!fiup ·.:i 

UBlJ .uejnqas 4-edn trap 

[uas.rad qnim 4n[nd nnp -ewO>\ runs) 0;0,:,0·1 : !l3iurl o~nsp lU~7iup. ·p 

'B1.1Js:1cl tp[O '..Ju11V.Juu11p usdn r.rep (r.t;Js.1,Ki ruus) <y., I ·q 

)IISl.!l X3AO'Hd 

vavc1 VC'~3}13fl DNV!. VC'H:iDi3d IDV8 ISXfiH.LSNO}l VSVC' HO.L}l3'.S 

VQVd V.L~3'.S3d IDV8 NVVf'H3}1VDVN::IJ.3}1 SC'dS: avaru NVdV.L3'.N3'.d 

IA sva 

e1nf srrmras] -'Q()Q'QQQ'QQ 1 'dtJ !l3UB.ft1)jlp !SJin.qSUO)j ef.!a)I ,jll.llUO)l 

IB{lN uap llD\Bf 'lB11U 4!S!F~S unp 0/06[ '() L{BqUIBl!P B .rn1nq tradi;n;}U;}d 

.rns.:>q.,s il!Bfdn.1 BJnf s mui 1:JWl!) ·'OOCYOOC)'OOS ·cJ(l u'Biu~ip rndmBs 

{4e!dn.1 Blnl' SlU!:UaS) -'000'000 00 I 'de! SE)B!P !S)[nl'lSUO)j UtJ"eU.;}'l'Pd ·q 

·!s:-in11suOJi 1-{B.tJUOlf !l:?l!U unp '!fot,E,'O .resaqas (l.\mdn.1 

l!lnf sruurss} ·'UO(l'OOO'OO l ·d~ u,12u~1p !1:?clur1:1s !S}(n.qsuO)I uBeLt,,)!;,d ·I:! 

: 1n1u;;iq re'freq;}S '!S1'{11JlSUO}l 1:1[1;:i;,1 ){B.qUO)l 

lB[lN sine U\3:'j.lBSllP!P V-l>I r uup :-nir UHlJ30.Jd :-in1u n U'e.In! H.\ll.!'eSJS: (I) 

9 JllSlld 

.;,,.e1dn1 l "t . 

Ot 



11 

c. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500.000.000.- [Jima ratus juia 

rupiah) sarnpai clengan Rp. 1.000.000.000,- [sa t u milyar rupiah) 
sebesar penetapan iuran huruf b ditarnbah 0 .. 5%, dari selisih nilai. 
yakni dari Nilai Kontrak Kerja Konsrr uk s: rlik ura ngi Rp 
500.000.000,· (lima ratus juta rupiah). 

cl. Pckerjaan konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,- [satu milvar rupiah) 
sampai dcngan Rp. 5.000.000.000,- [lima milya« rupiah) sebesar 
penetapan iuran huruf c clitambah 0.12% dari selisih nilai, yakni dari 
Nilai Kontrak Kerja Konstruksi dik urangi Rp. 1.000.000.000.· Isatu 

milyar rupiah). 

e. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lirna milyar rupiah) 
sebesar penetapan iu ra n huruf d dit ambah 0, lO''i> dari sclisth rnlai. 

yakni dari Nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 
5.000.000.000,- [lirna milyar rupiah). 

(2) Besarnya iuran untuk Program ,Jl,K dan Jh:t,I uruuk pckcrjaan 
konstruksi oleh swastaj pribadi/pcruraugan yang dilaksanakun tanpa 

rnelalui kontrak, iurannya didasarkan atas nilai konstruksi yang 

rercanium pada IMB, sebagai berikut : 

f. Pekerjaan Kon struk si sarnpai dengan Rp, 100.000.000 .. - (seratu sjuta 
rupiah) sebesar 0,24'% dari mlai konstruksi sesuai IMB. 

g. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 100 000.000.- [seratu s juta rupiah) 

sarnpai de-ngan Rp. 500.000.000,- (lima rat us juta rupiah) scbcsar 

penetapan huruf a ditarnbah 0.19% dari selisih nilai, vakni dari nilai 
konstruk.si se sua i !MB dikurangi Rp. 100.000,000.· (scraru s juia 

rupiah). 

h. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500.000.000,- (Iirna ratus jura 

rupiah) sarnpai dengan Rp. 1.000 000.000,- [satu rnilyar rupiah) 

sebesar penetapan iuran huruf b ditarnbah 0.5'~',, dari selisih nilai, 

vakni da ri nilai kon str uksi sesuni IMB diku rangi Rp. 500,000.000, 
(Jima ratus iuta rupiah). 

1. Pckcrjaan konstruksi diatas Rp. J .000,000.000,- (satu milyar rupiah) 

sarnpai derigan Rp. 5.000.000.000,· [lirna milyar rupiah) se-besar 

penetapan iuran huruf c ditambah 0,12'!{, dari selisih nilai, yakni dari 
nilai konstruksi scsuai Ii\18 diku rangi Rp. 1.000.000.000.- (saru 
milyar rupiah). 
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diselenggarakan oleh BPJS Kercnagakerjaan sesuai dengan Porar urau 
Perundang-undnngan yang berlaku. 

Pasal 8 

( 1) Setiap pemberi kerja dan pekcrja yang tel ah terdaftar pad a BP,J S 

Ketenakerjaan berhak mendapat Sc1iif.ikat Kepesert aan dan Kartu 
Peserta BPJS Ketenagakerjaan . 

(2) Setiap Tenaga Kerja berhak mendaparkan Manfaat dari Program yang 

Pasal 7 

(1) Seriap pemberi kerja clan pekerja dalam memperoleh pr-lavanan publik 
terten tu dari perucrmtah daerah waj ib mr-larnpirkan rr-komeudaai 

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS 
Keteriagaketjaan seternpat. 

(2) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagarrnana 

dirnaksud pada ayat (l l dan ayar (2) berisikan: 

a. kepesertaan Program BPJS Kc-tc-nagakerjaan bag: tenaga kr-rja yang 

dipekerjakan oleh seuap orang atau perusahaan; clan 
b. keterangan pembayaran iuran bulan r crakh ir kepcserr aa n program 

BPJS Kerenagakerjaan. 
(3) Rekomendasi kcpesertaan sebagaimana dimaksud ayar ( I l diberlakukan 

terhadap pelayanan publik tertentu , mclipuu: 

a. perizinan terkait usaha; 
b. izin vang diperlukan dalarn mengiku Ii render proyek: 

c. izin mernpcrkerjakan tenaga kerja asing: 
d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh: dan 
e. lain Mendirikan Bangunan (!Ml3). 

BAB VII 

KEWAJIBAN DAN HAK KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL 

KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK 

TERTENTU 

J. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milvar rupiah) 

sebesar penetapan iuran huruf d ditambah 0, l O~~ dari selisih nilai, 
yakni dari nilai konstruksi sesuai l!\18 dikurnngi Rp. S.000.000.000. 

[lirna rnilyar rupiah). 



Pasal 10 

Pcmbcrian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh unit peh1) anan publik 

pada instansi Pernerintah Daerah sesuai tugas, Iungsi dan kcwenangan 
masing-masing. 

BAB VIII 

PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU 

(S) Setiap SKPD atau Unit Kerja Lingkup Peme rintah Daerah scbagai 

Pengguna Jasa Konstruksi wajib mensvaratkan perhitungan besarnya 
iu ran program JKK dan JKM dalarn doku men lelang. 

(6) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memperhitungkan besarnva 

iuran program ~!KK dan JKM pada saat penawaran pekerjaan. 

APBD. 

l l) Pengusaha/ Peuyedia Jasa Konstru ks1 clan Jasa Lainnva _qrng 

rnengerjakan proyek yang dibiayai dari Al>BO Provinsi , APBN, BUMN. 

BUMD, Swasta/perorangan dan Bank Dunia wajib mendaftar dan 

rnernbayar iuran ,Jl~K dan ,JKi1I kepada BP.JS Ketenagakerjaan dengan 
menggunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan ioro 

copy SPMK/ Kontrak dan/ a tau !MB. 

(2) Pernbayaran iuran Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan dengan 
sekaligus atau bcrtabap pada saat dirnulainya pekerjaan konsrruksi 
atau pada saat menerima pernbayaran tcrrnin pertarna. 

(3) Pengusaha/ Penyedia .Jasa Konst.ruksi dan Jasa Lainn ya pad a saat 
mcngajukan Surat Pencairan terrnin ke du a wajib melampirl.an: 

a. Tanda Pendafraran .Jasa Konsrruksi pada BPJS Keicnagakerjaan: 
b. Kuitansi pembayaran iuran yang dikeluarkan olcli l3P,JS 

Ketenagakerjaan. 

(4) SKPD atau Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daer ah sebagai Pengguna 
.Jasa Konstruksi wajib mcrnpcrsvaratkan dokumen bcrupa rekomenclasi 
kcpesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan setempat, untuk Setiap orang 

atau peru sahaan yang bergcrak dibidang jasa konsrruksi vang akan 

rnengikuri tender proyek yang menggunakan biaya Jang bersumber ctari 

Pasal 9 
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keluarganya kepada BPJS Keteriagakerjaan scca-a icngkap dan 

benar. 

berik U ! n11 "gC>' n ,. (~ 0 ~<,'l. menyerahkan data dirinva da n pekerjanya 

(2) Pcngenaan sanksi tidak mendapar pelayanan publik tertentu oleh unit 
pelayanan publik pada insiansi Perncrintah Dae rah dapat pula 
dilakukan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan secara tcrtulis. 

(3) Permintaan BPJS Ketenagakcrjaan sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (2) dit indaklanj uu oleh unit pclavanan publik pada instansi 

Perneriruah Daerah dengan tidak rnernberikan pelayanan publik 

tertentu. 
(4) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik iertcntu dicabut apabila BPJS 

Ketenagakerjaan rne.igajukan perrnintaan pencabutan pengenaan 

sanksi tidak mendapat pclavarian puhlik tertentu secara tcri ulis. 
(5) BPJS Ketenagakerjaan · dalarn mengajukan perrnintaan pencabutan 

pcngenaan sanksi tidak menclapat pelavanan publik terteruu secant 

tertulis didasarkan kepada: 

a. Pemberi Kerja telah mendaftarkan dirinya dan pckerjanya sebagai 

pescrta BPJS Ketenagakerjaan: dan 

b. Pemberi Kerja dalam mendaftarkan dirinva dan pckerjanya. 

(1) Pengenaan sanksi tida k menrlapar pelayarian publik rerrenru 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 l ayat (2) huruf a dan h uru! b 

dilakukan oleh unit pelayanan publik pada in stansi Pemerinrah 
Daerah. 

Pasal 12 

(I) Pemberi Kerja/Penyedia .Jasa Konstruksi dan -Ja sa Lamnva vang 
mclanggar ketent uan sebagarmana dirnaksud dalarn Pasal 4. Pas<1I 7 

ayat { 1) dan Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif. 

(2) Sanksi adrninistratif sebagairnana dirnak sud pada avat (1) ada lah: 

a. tidak mendapat pelayanan pu blik tertentu sehagaimana dimaksu d 

pada pasal 7 ayar (3) dan; 
b. Penyedia Jasa Konstruksi tidak dapat melakukan pcngajuan 

pencairan terrnin selanjutnya. 

Pasal 11 

BAB IX 

SANKS! ADMINISTRATIF 
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H. MATIUS TELLI G, SH 
Pembina Utama M&da. Go! JV /C 
NIP. 19590523 198103 l 011 

Salinan sesuai dengan aslinya. 

KEPALA ~t}lHUKUM 
SEK.RETA.RIAT ERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN . \ . I . ~ ) 
• .·• I 

, . : . '. :: 

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016 

NOMOR \s 

Diundangkan di Andoolo 
pada tanggal 01 - o > - 20 I 6 

Plt. ,~ KRET~~.8. DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, 
~.. ,·1,. \ . 

0:; \· I.J.Jf _,,,,,. I'. 1' 1\ 
~ (.' . .:.: r. -~ ·- 
o, SY\ 
' . '-';:-::::::~ 

Hj. ~;iii1Mcli'lr A DJUF'RI ~~~ ::- 

...... ·--·-··--- .. -· - B P_J s 'l'.Htf\JI\ (;-A ~r.wr,;rv 

. -·· .'- ... -·· .. ' - . ·---··--·--- ·-- - .. ~ . . ~ . 
2016 

: ,· . , .... ,. ', ,,.,i, > 1 r\1., -;», 

.S~pA 
'iisl)l ~N .. f .... 

...... J ---- -7-- - .. 
... lcRDiS }lR\<.fR'T~filU~ . -·-···--· - -- -·--· --···-· 

Ditetapkan di Andoolo 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengerahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan pe-nernpatarinya dalarn Berita Daerah 
Kabupat.en Konawc Seiatan. 

Pasal 15 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

12. Pengawas Bidang Jasa Kon s nuk si Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Konawe Selatan ; dan 
13. Pct.ugas Perneriksa BP,iS Kete nagakerjaan. 
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11. Pabrik nlar alat pn1g::ingku1..rn la.lnnv" 
J 2. Industri alat-alat pckcrjaan. pcngetahuan, pcngukurau dar, 

pcmeriksaan la born toriurn 
13. Hcp,u·:.si artoji dan lonrr'nis 
l·I. Industri nlat-alat. musik 
15. Pabrik alat-alat olah nig;.1 
16. Pabrik rnainan anak 
17. l'erdagang:ui baro ng 1;,k liergtrak [penycwaun alat . tnuah, 

rumah, garasi, dan IHin-!aitt) 
18. .Jasa pcrhubungan scpcrti handy talky clan radio 
19. Perusahaan pernbuatan film dan pcngedar film 
20. IJinsk<)P 
21. Sandiwara, komedi, opera_. sirkus, band, dan lain-la~n 

Pa urik ten 
Penggorengan dan pem\Juarnn kopi buhuk 
Pabrik rokok (sigaret, crrutu, kretek, dan lain lain) 
Perusahaan tembakau lainnva 
Pa hrik kina 

6. 
7. 
8. 
o. 
1 o. 

lain. 

8. 

6. 
7. 

4. 
5. 

1. 
2. 
3. 

Penjahiran/ konveksi 
Pabrik topi 
lndustri pakaian lainnya {pnyuug, kulit ikat piuggang, 
gantungan celana/ brewQ 
Pembuatan layar clan krey dari tekstil. 
I'abrik keperluan rumah tangga [sprei, selirnut, terpal, 
gorden, dan lain-lain yang ditenun) 
Perdagangan ekepor irnpor 
Perdagangan besar lairiny a (agen-agen perdagangan besar, 
distributor. makelar, dan lain-lain). 
Perdagangan tainnya (toko. koperasi, pcnjuatan makarian 
dan lain-lain). 

9. Bank dan kantor-kantor perdagangan 
10. Perusahaan pertanggungan/ asuransi 
l l . .Jasa pc:merintahan 

j 12. Apotik, pcngobatan dan ke sehatan lainnya. 
I 13. Organisasi-organisasi keagarnaan. 
!! 14. Lembaga kesejahteraarr/ sosial 

J 5. Persatuan perdagangan dan orga nisa si buruh. 
, 1--=l,_,6::.:·__:B::.a=la:;:i_,:p~ikan va1s_~Jerdi1 i se_!ld!.i:!- ···-- 
I Kelompok II: ! l. Pertanian rakyat, 

I 
Tingkat Resiko ! '2. Perkcbuna n gula 
Rendah 3. Pcrkcbunu n tembakau 

4, Pc1 kebunan bukan uihuuun. tcrkt-ruali guta dan lt'11\l)<~kii\J · 
5. Pcrkebunau tahunan scpcrti karet, coklat. keIapa, dan lain i 

I 
' I 

I JE-NiS KELOMPOK VSAHA 
t 

f T!NGKAT 
j RISJKO 
I L!NGKUNGA 
j N KERJA 

ij'elompok !: 
Tingkat 
Resiko 
Sangat 

! Rendah 

I 

PEMBAGIAN KEWMPOK TINGKAT RES!h.O LINGKUNGAN KERJA 

LAMP!RAN I 
PERATURAN BUPATI KABUPATEN h.ONA\vF: SEl,:\TAN 
NOMOR /? TAl!UN 2016 
TENT ANG 
OPTIMALlSASI PENYELENOOAF.AAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL 
KETENAGAKER.JAAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN 
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Pabril biskuit 
Pabrik gula 
Pabrik kembang gula, coklat, dan lain-lain 
Pabrik rriie dan bihun 
Pabrik kcrupuk 
Pabrik tahu 
Pabrik kecap 
Pabrik es 
Pabrik margarm, minyak goreng, dan lcmak 
lndustri rnakanan lainnya 
Pabrik minuman dan alkohol 
Pabrik anggur 
Pabrik bir 
Pabrik air soda, sari buah, clan minuman 
Pabrik pernintalan 
Pernintalan tali sepatu clan perban 
Per(enunan 
Permadani 
Pabrik kaos, kaos kaki, dan pabrik rajut 
Pabrik tali ternali (kabel, pukat, rarni. sabu t. dan lain- ia in] 
lndustri reksril lainny« 
Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet , sandal 
plastik, dan lain-Iain. iermasuk pabrik barang-barang 
plastik 
Reparasi barang-barang kepcrluan kaki 
Pabrik kavu aabus . 0 
Penggergajian kayu 
Pa br-ik pcti dan gentong kayu 
Pernbikinan barang-barang kayu lainnya [uiplck] 
Pernbikinan rneubel dari rotan dan barnbu 
Pabrik meubel dari kayu dan bahan-bahan lainnva 
Pabrik kertas koran dau karton 
Pabrik barang-barang dari kcrtas korau dan karton 
Peru Silha an percetaka n dan penerbitan 
Penvarnakan kulit da12..pckerjaan lai:ijutan __ 

40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 

I 49. 
___ _J __ s.o. 

12. 
13. 
14. 
15 
16. 
17. 
18. 
]9. 
20. 
21. 
22. 

I 23. 
I 24. 
l 25. 
! 26. I 27. 
! 28. 
I 29. 
I ! 

30. 
I 31. 

I 32. 
33. 

I 34. 
35. 
36. 
37. 
as. 
39. 

Kelompok Ill: 
Tingkat Resiko I 

I Sedang 

. r 

I 
··---~22. .Jasa hibura n selain :;anc.J1wr. .. ra dan-biosl;;p· 

23. Perusahaan binatu, laundry 
24. Perusahaan potret/studio photo 
25. Penyiarnn radio 
26. Rumah makan dan minurnan 
27. Hotel, Jen!lina an, da1} 1·uang sewa ·----- , 
1. Pelayanan pengairan ·---------! 
2. Perusahaan kehutanan 
3. Pcngurnpulan hasil hutan 
4. Pernbakaran arang (di hutan] 
5. Perburuan 
6. Perneliharaan ikan tawar 
7. Pemeliharaan ikan laui 
8. Penangkapan ikan tawar 
9. Pemotongan hewan 
JO. · Pemotongan dan pcng;i"etctn daging 
11. Pegolanan ausu dan mentega 

Pabrik pengawetan sayuran clan buah 
Pabrik pengawetan ikan 
Penggilingan padi 
Pabrik tepung [beras, iapioka, dan lain-lain] 
Perusahaan pengupasan (kacang ianah, dan lain-lain) 
Pabrik roti clan \..'1.1e 
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.. ' 

- - 
Pabrik barang dari kuht seperti kopor, tas, dau lainnya 
Remihng karet 
Pabrik barang-barang dar i karct. (ban kenclaraan luar clan 
dalam, mainan anak-anak, dan lain-lain). 
Perusahaan vulkanisir 
Pabrik gararn 
Pabrik zat asarn ara ng clan sejerrisnya 
lndustri kimia pokok lainnya (celupan warua bahan sintetis. 
clan lain-lain). ! 
Terpcntin dan damar 
lndustri minyak kclapa 

· Industri minyak kelapa saw-it 
lndustri minvak dan gemuk dari turnbuh-tumbuhan 
Minyal, dan geinuk d;ri hew ari 
Pabrik sabun 
Pabrik obat-obatan/ fannasi 
Pabrik wangi-wangian dan kecaruikanykosmeuk 
Pabrik barang-barang untuk rnengkilap 
Pabrik kimia lainnya (Iilin garnbar, obat nvamuk, pcstisida 
clan lain-lain] 
Coke» 011en (distribusi gas) 
Pabrik br-han bangunau dari tanah liar 
Pabrik gelas dan barang-barang dari gelas 
Pabrik barang-barang dari tanah liat clan porselin 
Pabrik semen 
Pernbakaran gamping 
Pabrik tegel, ubin, pipa bcton 
Pabrik pengecoran besi dan pcrnbuatan baja 
Pabrik barang-barang dari logam (batangan bcsi, kisi-kiei, 
Jembaran besi, pipa, clan corong] 
Pabrik tirnbangan 
Pabrik klise da.n huruf cetak 
Pabrik galvanisir (partrkel) 
Pabrik barang-barang logam lainnya 
Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik 
Pernbikinan dan reparasi kapal dari kayu 
Reparasi sepeda dan becak 
Perusahaan optik 
lndustri arloji dan lonceng 
Perusahaan perak 
lndustri barang-barnng clan logam mulia 
Pabrik es 
lndustri-industri lain seperti perusahaan plastik, 
perusahaan bulu-bulu bu rung, dan pipa tembakau 
Perusahaan air (pen5urnpulan peuva ringan da n distribusi) 
Pernbersihan [sarnpa h dan kotoranl 
Jasa pengangkutan scperti ekspedisi laut dan udara 
Stasiun Pengisian Balian Bakar Umurn (SPBU) 
Pabrik gula 
Pabrik cat. dan lak 
Pabrik tinta dan lem 

Tinggi 
! .__ ... ~ 

! 
: Kelompok IV: ! Tingkat Resiko ' 

90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95 
96. 
97. 
98 

77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86 
87. 

. 88. 
i 89. 

68. 
69 
70. 
71. 
72. 

I 73. 
74. 
75. 
76. 

58. 
59. 
60. 
61. 
6?.. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 

Pabrix bata merah clan genreng 
Reparasi kendaraan bermotor [mobil, truk clan sepcda 

·-------+-----:n_.~o~to~r~l -----· 
1. Pabrik dari hasil minyak tanah 
2. Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu bara 
3. Pabrik dan reparasi mesin-rnesin (bengkel motor, mobil, 

_j - - - cl~~ C£1.l:8~11)_ -·-·--·------- 
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6. 
7. 
8. 
9. 
10 Fengangkutan barang clan pen urn pang di jalan (bus, truk, 

iaksi, dan angkutan massal) 
11. Penimbunan barang/ llt'em 

12. Pengolahan lirnbah/B3 
13. Perusahaan pengisian bahan bakar gas dan elpiji 
14. Pa brik alkohol dan spiritus 
I 5. Pabrik gas dan yang sejenisnya 
16. Pabrik semen 
17. Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja 
18. Perusahaan listrik/ pernbangkit, pernindahan dan distribusi 

tenaga listrik 
19. Pabrik gas distribusi untuk rumah tangga dan pabrik 

pabrik 
20. Indusrri uap untuk tcnaga 
21. Penangkapan ikan laut 
22. Penangkapan ikan laut lainnya 
23. Pengumpulan hasil Iaut, rerkecuali ikan 

,_ ,i _;]~Lori perkcbun<!:!.1. . ···-- -··-·· . 
Kelompok V: r 1. Penebangan dan pemotongan kayu/pangl.ong 
Tingkat Resiko 2. Asam belerang 
Sangat Tinggi 3. Pabrik pupuk 

' 4 . Pa brik kaleng 
I 5. Perbaikan rurnah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksi 
· berat, pipa air, jembaran kereta api, dan instalasi listrik 

6. Perigangk utan barang dan penumpang di taut 
7. Pengaugkuran barang clan pcnumpang di udara 
8. Pabrik korek api 
9. Pertarnbangan minyak menrah dan gas burni (migas) 
I 0. Periggalian bat u 
l l. Periggahan tariah hat 
l2. Penggalian pasir 
13. Penggalian gamping 
14. Penggalian belerang 
15. Tam bang in tan dan bat u perhiasan 
16. Perrambangan lainnya 
17. Tam bang emas dan perak 
18. Penghasilan batu barn 
19. Tambang bc si rnentah 
20. Tambang timah 
21. Tambang bauksit 
22. Tarnba-rg rnangan 

. 23. Ta.mba.ng logam lainnya 

j. 24. Pabrik bahan peledak, bahan petasan, dan pabrik kembang 

--- --·-···_a,p>.__ . B ,IPA,; - E SELA TAN, --- -···- 

rV •11 . , : ; t •. · 

f X\ ·, .-. ; ·,~,, I : 
0 ~·· J ~'1. 

\\ ' ~ I 1'• 

l \'!-~,;. ~<i> 
~ e(~Y 

H. WDIH DANGGA 

~~ 

-r. Pernbikinan dan reparasi kapal dari baja 
Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kerela api 
Pabrik kendaraan bermotor dan bagian bagiannya 
Pabrik dan reparasi ka pal udara 
Pcrusahaan kercta api 
Perusahaan trem clan bus 

5. 
. r----· 

I 
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I. MANFAAT JAMI NAN KECELAKAAN h:ERJA 
Peserta penerima Upah dan bukan pcncrima Upah yang mengalarni 
Kecelakaan Kerja a tau pen yakit a.k.ibat kerja berhak atas manfaat J KK. 
berupa: 
a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, anrara lain 

meliputi: 
l) perneriksaan dasar dan penunjang; 
2) perawatan tingkat pertama dan Ianjutan; 
3) rawat inap kelas I rurnah sakit Pe merintah , rurnah sakit pcmerrnrah 

daerah, atau rurnah sakii swasta y,mg scrara: 
4) perawatan intensif; 
5) penunjang diagnostik; 
6) pengoba tan: 
7) pelayanan khusus; 
8) alat kesehatan dan implan; 
9) jasa dokter /medis, 
l 0) operasi: 
11) transfusi <larah; <lan 
12) rehablitasi medis. 

b. Santunan berupa uang melipu ti: 
I J Pcnggantian biaya pengangkutan Pcscrta ,·,mg rncngalarni 

Kecelakaan Kerja atau penyaku akibat kerja ke rurnah sakir 
dan/ a tau ke rumahnva, terrnasuk biaya pertolongan pertarna pacla 
kecelakaan , melipuu: 
a. apabila menggunakan angkutan darai, sungai, atau danau paling 

banyak Rpl.000.000,00 [satu juta rupiah): 
b. apabila rnenggunakan augkutan laut paling banyak 

Rpl.500.000,00 (satu juta limn rat.us ribu rupiah); 
c. apabila menggunakan angkuran udara paling banyak 

Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah); atau 
cl. apabila menggunakan lebih dari l [satu] angkutan. rnaka berhak 

aias biaya paling banyak dari masing-rnasing angkutan yang 
digunakan. 

2} Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB); 
a. STMB untuk 6 [enarn] bulan pertarna diberikan sebesar 100°'<, 

(serat.us person] dari Upah. 
b. STMB untuk 6 [eriam] bulan kedua diberikan scbcsar 75'!0o [tujuh 

puluh lima persen] dari Upah. 
c. STMB untuk 6 (enam) bulan kct.iga dan sererusnya diberikan 

sebesar 50':{, [lirna puluh persen] dari Upah. 
STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai Peserta 
dinyatakan sernbuh , Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi. 
Cacat. total tet ap, atau merringgal d u nia berda sarkan surat keteranga n 
doktcr yang merawat dan Zarau dokter pena sehat. 
3) Santunan Cacat, rneliputi: 

a. Cacat sebagian anatornis sebesar "' %, sesuai rabcl x. 80 x Upah 
sebulan, 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATl KABUPATEN KONAWE SF:lA\TAN 
NOlv!OR Is TAHlJN 2016 
TENT ANG 
OPTIMAUSASJ PENY·ELENOGARAAAN l<EPESERTAAN JAMINAN SOS!AL 
KETENAGAKERJAJ\N DI KABUPATC:N l~ONA\liE SELATAN 



22 

70 
Kedua belah rnata • I 

i 

I 
• Sebelah mata atau diplopia pada 

-----~englihatan Dekat ....1-_:;,::..::,5 

25 
50 

• Sebelah kaki.dari rnata kaki ke bawah 

35 
• Kedua belah l.aki dari mata kaki ke bawah 

• Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 

70 • Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 

28 • Tangari kiri dari atau dari atas pergelangan ke 
bawah (uruuk kidal uerlaku scbalikny.r) 

J2 • Ta ngan kanan dari atau dari aias pcrgclangan 
ke bawah 

30 • Longan kiri dari atau dari mas siku ke bawah 

35 • Lengan kanan dari a tau dari atas siku ke 
bawah (untuk kidal berlaku sebahknya] 

. ., ,... 

..,;:i • Lengan kiri dari sendi bahu kc bawah 

40 • Lengan kanan dari sendi bahu kebawah (untuk 
kidal berlaku sebaliknya) 

~AC~T T~TAP Sf~BAGIAN : ;;1 x u ._,' ,-:---1 · ·O 8 r.,. 

TABEL PERSENTASE CACAT TETAP SEB,\GIAN DA~{ CACAT-CACAT LAfNNY·\ 

b. Cacat sebagian fungsi = 'X, beri.urangnva fu ngsi x %, scsuai tabe) 
x 80 x Upah sebulan 

c. Cacat total tetap = 70%, x 80 x Upah sebulan: 
4) Santunan kernatian sebcsar = 60°1,, x 80 x Upah sebulan , paling 

sedikit sebesar JKM. 
5) Biaya pemakaman Rp3.000.000,G0 (tiga juta rupiah). 
6) Santunan berkala dibayar sekaligus= 24 x Rp. 200.000,00 = 

Rp4.800.000,00 (ernpat juta delapan ratus ribu rupiah). 
7) Rchabilitasi beru pa alat ban tu (0111tese1 dan /amu a lat gan u 

(prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau t idak 
berfungsi akihat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus de-ngan 
patokan harga yang ditetapkan olch Pusat Rehabilirasr Rumab Sakit 
Umum Pernerintah dirarnbah 40'\, (e-mpat pu luh persen) dari harga 
tersebut serta biaya rehabilitasi medik. 

8) Penggant.ian biaya gigi tiruan paling banyak Rp3.000.000,00 (1.iga 
juta rupiah). 

9) Bantuan beasiswa kepada anak Pescrta yang rnasih sckolah sebesar 
Rpl2.000.000,00 (dua belas juta rupiah) uruuk setiap Pcscrta. 
apabila Peserta meninggal d un ia atau Cacat total tctap ak ibat 
Kecelakaan Kerja. 
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B. Manfaat Pensiun Cacat 
1) Manfaat pensiun yang dibayarkan kepada peserta aktif yang mengalami 

cacat total retap yang ditcntukan olch dokter pcmc riksar dokter 
penasehat dengan ketentuan: 

Cacat total tetap te.rjadi setelah mcnjadi peserta jaminan pensiun 
paling sedikit l bulan 

- Penyebab cacat total tetap karena penyakit at au kccelakaan b?.ik 
kecelakaan kerja atau bukau 

- Pemberi kerja dan peserta rutin mernbayar iuran dcngan kerapatan 
iuran paling sedikit 80'% 

2) Manlaat pen siun cacst total tetap berakhir pada saai peserta meninggal 
dunia arau tidak lagi memenuhi dcfinisi cacat total tetap. Manfaat 
rersebut dapat diteru skan menjadi manfaat pen siun janda Zduda. 
rnanfaat anak atau manfaat pcnsiun orang t ua. 

3) Untuk tahun 2015 bcsaran manfaat bulanan minimum diterapkan 
sebesar Rp. 300.000/bulan clan rnaksimum sebcsar Rp. 
3.600.000/bLtlan 

4) Untuk tahun 2016 besaran manfaat bulanan minimum ditctapkm, 
sebesar Rp. 310.050 /bu lan dan maksimurn scbesar !<p. 
3.720.600/bulan 

A. Manfaat Pensiun Hari Tua 
1) Manfaat pensiun yang dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai 

u sia pensiun dengan ketenruau memenuhi masa iur minimum I 5 tahu n 
atau setara dengan 180 bulan. 

2J Manfaat pensiun Hari Tua berakhir jika peserta rneninggal d unia. 
Manfaat tersebut dapat diteru skan rncnjadi rnnnfaat pensiunjanda/duda. 
manfaat pensiun ariak, atau manfaat pcnsiun orang tua 

3) Untuk tahun 2015 be saran manfaat bulanan minimum ditetapkau 
sebesar Rp. 300.000/bt1lan dan maksimum sebesar Rp. 3.600.000/bulan 

4) Uruuk tahun 2016 besaran manfaat bulanan minimum ditetapkan 
sebesar Rp. 310.050/bula.n clan makaimurn sebesar Rp. 3.720.600/bulan 

(5) Tingkat inflasi umum sebagaimana dirnaksud pada poin (3) dan poin (-i) 
merupakan tingkat inflasi tahunan yang diietapkan oleh lembaga yang 
menyelenggarakan urusa n pemerintahan di bidang staristik. 

(4) Faktor indeksasi sebagaimana dirnaksud pada poin ( 1) huruf b ditetapkan 
sebesar I [satu) ditambah tingkat inflasi umum tahun sebelurnnya. 

(3) Upah tahunan tertimbang sebagaimaua dimaksud pada poin (2) merupakan 
Upah yang sudah disesuaikan nilainya br-rda sarkan tingkar infla si u m u m . 

(2) Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dirnaksud pada poin (1) huruf a 
adalah !0/o (satu persen) dikaf Masa fur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali 
rata-rata Upah iahunan tertimbang selama l\la»a tur dibagi 12 (dua bclasj. 

(1) Manfaat Pensiun clitetapkan sebagai berikui: 
a. untuk I (satu) tahun pertarna, Manfaat Pcnsiun dihitung bcrdasarkan 

formula Manfaat Pensiun; dan 
b, untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pcnsiun clihit.ung 

sebesa.r Manfaat Perisiu n tahun sebelurnnya dikau taktor indeksasi. 

JV.' MANF'AAT JAMI NAN PENSIUN 
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E. Manfaat Pensiun Orang Tua 
J) Manfaat pensiun bulanan yang dibavark au kepada orang tu a :;cb.-ig,,1 

ahli waris pcserta yang t.erdaftar di BPJS Ketcnagakcrjaan daiam hal 
peserta lajang meninggal dunia. 

2) Apabila peserta meninggal dunia scbelum mencapni usia pC'nsill!1 dan 
maw iur kurang dari l 5 tahun, rnasa iur yang digunakan da!am 
menghitung manfaat pensiun orang tua adaiah 15 tahun dengan 
ketent.uan: 

D.Manfaat Pensiun Anak 
l) Manfaat pcnsiun yang dibayarkan kepada anak sebagai ahli waris 

peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dalam hal 
Peserta rneningga1 dunia clan tidak mempunyai istri atau suarni 

- Janda/du<la penerima rnanfaat pcnsiun Hari Tua rnenikah Jagi atau 
rneninggal dunia 

2) Apabila peserta meninggal dunia sebelurn mencapat usia pensiun dan 
masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalarn 
menghitung manfaat pensiun anak adalah l 5 t.ahun dengan keterrtuar.. 

Telah rnenjadi peserta jarninau pensiun minimal l tahun 
- Pemberi kerja dan peserta rutin mernbayara iuran dengan kerapatan 

iuran paling sedikit 80'}o 
3) Manfaat dapar ' diberikan kepada 2 orang anak , apabila anal; Yang 

terdaftar sebagai penerima rnanfaar perrama sudah tidak mcrne nu hi 
persyaratan rnaka manfaat sclanjutnya dapat diturunkan kr-pada anak 
selanjutnya. 

4) Manlaat pensiun anak dibayarkan berkala tiap bulan scrclah pesei t,1 
atau janda/cluda mer-inggal dunia acau menikah lagi [bagi jandav ducla] 
dan berakhir pada saat anak mencapai usia 23 tahun, bekerja, menikah 
atau meninggal du nia. 

5) Unt uk tahuri 2015 besaran manfaar bu lanau minimum JiLet::ipk:m 
scbesar Rp. 300.000/bulan clan maksimum sebe sar l~p. 
3.600.000/bulan. 

6) Untuk tahu n 20 l 6 besaran manfaat, bulanan minimum ditctapkan 
sebesar Rp. :~ l 0.050 /bt\l::\n clan rnaksimu rn sd.>(~sar Rp 
3.720.600/bulan 

• C. Manfaat Pensiun Janda/Duda 
l] Manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda y duda sebagai ahli warrs 

peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan karena peserra 
meninggal dunia. 

2) Apabila pesert a mcninggal dunia schclurn mencapai usia pe ns.iu n clan 
rnasa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam 
rnenghitung manfaat pensiun janda/duda adalah 15 tahun den.gan 
ketentuan: 

Telah menjadi pcserta jaruinan pcnsrun minimal 1 tahu n 
- Pernberi kerja dan peserta rutin membayara iuran dengan kerapatan 

iuran paling sedikit 80%, 
3) Manfaat pensiun janda /riuda berakhir pada sain janda/dudH mr-ninggn l 

dunia atau menikah lagi dan manfaai tersebut dapat dituru nkan 
menjadi manfaat pensiun anak. 

4) Untuk tahun 2015 besa.ran manfaat bulanan minimum ditetapkan 
sebesar Rp. 300.000/bulan dari ma ksirnurn sebe sar Rp. 
3.600.000/bulan 

5) Untuk tahun 2016 besaran manfaat bulanan minimum diterapkau 
sebesar Rp. 310.050/bulan dan rnaksimum sebcsar Rp. 
3.720,600/bulan 

, 
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F. Manfaat Lump Sum 
Manfaat jaminan pensiun yang dibayarkan kcpada peserta atau ah!i wari s 
berupa pembayaran sekaligus aku mulasi iurannya ditarnbah basil 
pengernbangannya dengan ketentuan sbb: 
l) peserta merriasuki u sia pensiun dan udak mcmeriuhi rna sa iur minimu» 

15 tahun. 
2) Peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. narnun: 

Cacat total tetap terjadi setelah peserta terdaftar dalarn program 
jarninan pensiun ku ra.ng dari I bu la.n 
Kerapatan iuran dibawah SO~o 

(3) Meninggalkan. Indonesia untuk selarna-Iarnanya dengan ketentuan 
rnemenu hi atau tidak memenuhi rnasa iur 15 rahun. 

Telah menjadi peserta jaminan pensiun minimal 1 tahun 
Pernbcri kerja dan pcscrta rut in mernbayara iuran dengan kcrnpa tan 
iuran paling sedikit 80%,. 

3) Manfaat pensiun orang rua dibayarkan kcpada ayah atau ibu secara 
berkala tiap bulan setelah pcserta meninggal d uuia clan berakhir pada 
saa l orang t.ua yang terdaftar scbagai pcnerirna manfaat mcningual 
dunia. 

4) Untuk tahun 2015 besaran manfaat. bulanan minimum ditetapkan 
scbesar Rp. 300.000/bulan clan maksimum scbe sar Rp. 
3.600.000 /lrnlan. 

5) Untuk tahun 2016 besaran manfaat bulanan minimum diretapkan 
sebesar Rp. 310.050/bulan dan ma.ksimum sebesnr Rp. 
3.720.600/bulan 
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